LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TEBET by HUSNA, AIDA
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA  































Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi 




PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 






Nama : Aida Husna 
Nomor Registrasi : 8323154319 
Program Studi : D3 Akuntansi 
Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 35 hari pada Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Tebet, dibagian Satpel Pelayanan, 
Satpel Penagihan dan Subbagian Tata Usaha. Selama melaksanakan PKL, praktikan 
melaksanakan beberapa tugas yang berkaitan dengan perpajakan, seperti merekam 
SPTPD dan SSPD pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah, melakukan pengecekan 
setoran masa dan perbaikan pajak dan menghitung rata-rata setoran masa. Setelah 
melaksanakan PKL di UPPRD Tebet, praktikan dapat beradaptasi di lingkungan 
kerja secara nyata, lebih teliti ketika memasukkan data kedalam sistem, serta dapat 
belajar memahami karakter setiap individu yang berada disekitar lingkungan kerja.  
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Puji syukur praktikan panjatkan kepada  Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat 
melaksanakan serta menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet. 
Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian 
persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program 
studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan 
mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga praktikan 
dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan 
mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, serta 
dukungan moril maupun materil;  
2. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati,SE,Akt.,M.Si selaku Koordinator Program 
Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
4. Ibu Dr. Rida Prihatni, SE.,M.Si,Ak.,CA selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan arahan dalam menyusun laporan PKL; 
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5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 
telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk di 
perkuliahan; 
6. Seluruh karyawan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
yang telah membantu praktikan pada pelaksanaan PKL. 
Praktikan menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki 
dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat 
praktikan harapkan untuk terciptanya perbaikan di masa mendatang. 
Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan hal yang positif.  
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Pengalaman kerja, pemahaman dunia kerja, serta pengetahuan, 
merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap insan agar dapat menjadi 
sumber daya manusia yang berkualitas di dunia kerja yang semakin 
berkembang. Dengan meningkatnya pengalaman kerja, maka pemahaman akan 
dunia kerja sesungguhnya juga mengalami peningkatan, seiring juga dengan 
bertambahnya pengetahuan akan hal-hal baru terkait pekerjaan yang dilakukan. 
Dengan demikian, akan terbentuk sumber daya manusia berkualitas yang dapat 
melakukan pengembangan di berbagai jenis dan bidang pekerjaan di Indonesia. 
Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten mampu menghadapi 
persaingan dunia kerja yang sangat ketat.  
Persaingan yang sangat ketat terjadi di seluruh organisasi, baik itu 
perusahaan swasta, instansi milik pemerintah ataupun badan usaha lainnya. 
Kompetensi dan kemampuan sesuai disiplin ilmu hingga keterampilan khusus 
pada sumber daya manusia tersebut menjadi persyaratan yang dipersyaratkan 
oleh seluruh organisasi agar dapat merekrut tenaga kerja yang tepat dan 
profesional. Melihat kondisi dan situasi ketatnya persaingan dunia kerja, 
mahasiswa dituntut untuk dapat menguasai ilmu yang dipelajari di perkuliahan 




Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya 
memberikan mahasiswanya berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan 
dalam praktik. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah pengaplikasian teori-teori 
yang telah dipelajari selama di perkuliahan ke dalam dunia kerja 
sesungguhnya. Selain itu, PKL juga bermanfaat dalam segi interaksi 
mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja. 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai dunia kerja bagi 
seluruh mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya 
jurusan Akuntansi memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswanya untuk 
melaksanakan kegiatan PKL. 
PKL merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa Akuntansi untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi atau Ahli Madya. Kegiatan PKL ini selain 
dilaksanakan untuk syarat kelulusan, juga menjadi sarana bagi mahasiswa 
untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menghadapi persaingan di 
dunia kerja yang semakin luas dan ketat. Peningkatan kualitas penting 
dilakukan dengan alasan bahwa banyak mahasiswa yang telah lulus dari 
berbagai universitas namun belum juga mendapatkan pekerjaan karena tidak 
memiliki kemampuan yang memadai serta persiapan yang cukup untuk 
menghadapi persaingan dalam dunia kerja.  
Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih tanggap 
terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar 
karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 




Praktikan menjalankan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah (UPPRD) Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan PKL ini dilaksanakan 
sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan 
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Dalam dilaksanakannya kegiatan PKL, tentunya memiliki maksud dan 
tujuan dari program kegiatan tersebut. Adapun maksud dari program PKL 
yaitu: 
1. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi persyaratan kelulusan 
program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
2. Mengaplikasikan ilmu yang praktikan dapat di perkuliahan sehingga 
praktikan mendapat gambaran secara langsung dan lebih mendetail 
berdasarkan teori yang telah dipelajari selama ini; 
3. Memberikan gambaran umum danpengalaman baru bagi mahasiswa 
mengenai dunia kerja secara nyata. 
 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu: 
1. Untuk mengimplemantasikan ilmu yang sudah didapat mahasiswa selama 
duduk di perkuliahan baik itu teori maupun praktik; 
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 




3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 
sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan inisiatif yang tinggi 
dalam melakukan suatu pekerjaan; 
4. Meningkatkan wawasan kepada praktikan agar dapat lebih merasakan 
pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan sebelumnya; 
5. Melatih praktikan untuk dapat memiliki mental yang kuat, tidak mudah 
menyerah dan menjadi tenaga kerja yang profesional; 
6. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, jujur dan mampu 
bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan oleh praktikan tentunya sangat 
memberikan manfaat atau kegunaan, baik itu untuk praktikan sendiri, Unit 
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet dan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Kegunaan PKL antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan 
mengimplementasikannya secara langsung; 
b. Meningkatkan wawasan, kreativitas serta keterampilan praktikan; 
c. Melatih rasa tanggung jawab dan disiplin mahasiswa dalam bekerja; 
d. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya dibidang 





2. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
a. Adanya mahasiswa yang melakukan PKL dapat membantu perkerjaan 
operasional karyawan yang terkait. Serta praktikan dapat membantu 
merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang bersifat 
sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap; 
b. Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 
akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan 
integritasnya; 
c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 
akan memasuki dunia kerja. Serta secara tidak langsung perusahaan 
telah memperkenalkan dan membuka wawasan tentang perpajakan; 
d. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga yang terkait; 
e. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah Tebet. 
 
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja; 
b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha; 
c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu yang 




d. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait; 
e. Sebagai bahan masukan dan evalusasi program pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta untuk menghasilkan tenaga-tenaga 
terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di instansi pemerintah yang bergerak di 
bidang perpajakan yaitu pada UPPRD Tebet. Berikut ini merupakan informasi 
data perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 
Nama Perusahaan : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
Alamat : Kantor Kecamatan Tebet Lt. 3 
Jl Prof Dr Soepomo, SH No 16 Tebet - Jakarta 
Selatan 
Telepon : 02183780019 
Faximile : 02183780019 
E-mail : upprd.tebet@gmail.com 
Website : http://bprd.jakarta.go.id/ 
 
Alasan praktikan memilih UPPRD Tebet sebagai tempat PKL yaitu: 
1. Praktikan ingin mempelajari pengaplikasian ilmu perpajakan dan proses 
pengolahan pajak dari tahap pelaporan hingga tahap pengarsipan. 
2. Praktikan ingin mengetahui lebih tentang sistem yang digunakan dalam 




E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh praktikan mengacu kepada 
pedoman pelaksanaan PKL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dimulai dari tanggal 31 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 20 September 
2017. Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL: 
1. Tahap Persiapan 
Tahapan persiapan awal sebelum kegiatan pelaksanaan PKL 
dilakukan, praktikan terlebih dahulu mencari informasi mengenai 
perusahaan dan instansi yang membuka kesempatan untuk dapat 
melaksanakan PKL. Setelah mendapatkan informasi, praktikan 
mengajukan surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi 
Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan untuk Badan Pajak 
dan Retribusi Daerah. Setelah surat permohonan dibuat, kemudian 
praktikan langsung memberikan surat permohonan PKL ke Badan Pajak 
dan Retribusi Daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengeluarkan 
surat pemberitahuan izin magang mahasiswa yang ditujukan untuk 
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet, hingga 
akhirnya praktikan mendapatkan izin untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet pada 
tanggal 31 Juli 2017. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan, praktikan melaksanakan PKL di UPPRD 




September 2017. Praktikan melaksanakan PKL setiap hari kerja, pada 
hari Senin sampai Kamis jam kerja pukul 07:30 - 16:00 WIB dan pada 
hari Jumat jam kerja pukul 07:30 - 16:30 WIB. Dalam pelaksanaan PKL 
di UPPRD Tebet, praktikan diharuskan memakai pakaian kemeja putih 
dan rok bahan bewarna hitam untuk hari Senin hingga Kamis dan 
memakai pakaian batik setiap hari Jumat sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Setiap harinya sebelum melaksanakan aktivitas, praktikan 
mendapatkan pengarahan dari pelaksana setiap bagian. 
3. Tahap Pelaporan 
Dalam proses penyusunan laporan PKL, praktikan mulai 
menyusun laporan ini setelah kegiatan PKL selesai dilaksanakan. 
Laporan yang disusun praktikan dimulai dengan tahap pengumpulan 
data-data yang diperlukan sebagai bukti pekerjaan yang praktikan 
lakukan selama kegiatan PKL. Pengumpulan data-data tersebut dimulai 
sejak praktikan menjalankan kegiatan PKL sampai dengan proses 
pembuatan laporan ini. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di akhir 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah  
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan 
tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada 
waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya yang 
telah berubah beberapa kali nama maupun organisasinya yang disesuaikan 
dengan kondisi pada waktu itu. Pada tahun 1966 hingga 1967, unit kerja yang 
menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak 
sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa 
pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan 
Perarturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam 
Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 6 
Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas 
Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan 
dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan 
Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan 




dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang organisasi dan tata 
kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 
Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut, 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 
tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi 
dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi 
operangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang 
berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah 
membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Derah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.  
Pada tahun 2008, Pemerinah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
yang merbah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas 
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi 
DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 
Daerah dan Peraturan Daerah Povinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 




Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan 
pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungi retribusi daerah 
yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. 
Dinas Pelayanan Pajak (DPP) berubah nama dan fungsinya menjadi 
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Perubahan nama ini dimaksudkan 
agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. 
 
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet mempunyai visi dan misi 
sebagai berikut: 
a. Visi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 
b. Misi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif. 
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan 
permasalahan hukum pajak daerah. 
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan 
pajak daerah. 
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana 
perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran 




5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pajak daerah. 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. 
 
B. Struktur Organisasi 
Gambar II.1 
Struktur Unit Kerja BPRD 
Sumber : http://bprd.jakarta.go.id/struktur-organisasi/   
 
1. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 
a. Kepala Unit; 





1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPRD; 
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, 
Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;  
3. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD 
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan 
tugas dari fungsi UPPRD; dan 
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPRD. 
b. Subbagain Tata Usaha; 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;  
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;  
3. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran UPPRD;  
4. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD; 
5. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;  





7. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 
UPPRD; 
8. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD; 
9. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan 
penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana 
kerja pada UPPRD; 
10. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 
kenyamanan kantor UPPRD; 
11. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; 
12. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 
kelurahan sesuai lingkup wilayahnya; 
13. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan 
kegiatan serta akuntabilitas UPPRD; dan 
14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata usaha. 
c. Satpel Pelayanan; 
Satpel Pelayanan mempunyai tugas: 
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 




4. memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan 
daerah; 
5. menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan 
pendaftaran perpajakan daerah; 
6. menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan 
pembayaran pajak daerah; 
7. melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 
pajak daerah;  
8. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 
9. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi 
peneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang 
dipersamakan; 
10. mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/ 
bon dan dokumen lain yang dipersamakan;  
11. menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD 
dan NOPD; 
12. menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak 
Daerah; 
13. menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat 
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk 
salinannya; 
14. menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 




penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; 
dan 
15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pelayanan 
d. Satpel Pendataan; dan 
Satpel Pendataan mempunyai fungsi: 
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;  
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;  
3. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
4. melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan 
pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah; 
5. melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona 
Nilai Tanah;  
6. melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 
penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah; 
7. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 
pendaftaran atau penutupan subjek dan'objek pajak daerah; 





9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pendataan. 
e. Satpel Penagihan 
Satpel Penagihan mempunyai tugas: 
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
4. mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan; 
5. melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah; 
6. menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD);  
7. menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak;  
8. menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah; 
9. memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran; 
pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan; 
10. memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 
pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya; dan  
11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 




2. Kepala Suku Badan (Suban) 
a. Kepala Suku Badan; 
Kepala Suku Badan mempunyai tugas: 
1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Badan; 
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, subbidang dan 
subkelompok jabatan fungsional; 
3. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja 
perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi 
pemerintah/swasta, dalarn rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Badan; 
4. mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi 
daerah pada unit pelaksana teknis dalarn lingkup kota 
administrasi/kabupaten administrasi; 
5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi Suku Badan. 
b. Subbagian Tata Usaha; 
Subbagian Tata usaha mempunyai tugas: 
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran 
Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 




3. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku 
Badan; 
4. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan 
ketatausahaan Suku Badan;  
5. melaksanakan pengelolaan kearsipan Suku Badan; 
6. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 
gedung kantor Suku Badan; 
7. melaksanakan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana 
kantor Suku Badan; 
8. mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, 
perangkat lunak serta jaringan data dan komunikasi; 
9. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku 
Badan; 
10. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Badan; 
11.  mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
12. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, 
kinerja dan akuntabilitas Suku Badan; dan 
13. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha. 
c. Subbidang Penetapan dan Penagihan; 




1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 
4. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan 
kewenangannya; 
5. melaksanakan penelitian dan analisis data-data dan kelengkapan 
dokumen wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan 
surat paksa; 
6. melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa; 
7. mengoordinasikan laporan piutang pajak daerah dalam lingkup 
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai 
kewenangannya; 
8. menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang 
tidak dapat ditagih dan kadaluarsa; 
9. memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan 
pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/ atau 
pemindahbukuan sesuai dengan kewenangannya; 





11. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak 
daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penetapan dan 
Penagihan; 
12. menyiapkan bahan laporan Suku badan terkait dengan Subbidang 
Penetapan dan Penagihan; dan melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang 
Penetapan dan Penagihan. 
d. Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan; 
Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai 
tugas:  
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. melaksanakan penilaian, pemeriksaan dan pengawasan pajak 
daerah 
4. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan 
penilaian objek pajak daerah sesuai kewenangannya; 
5. melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek 
Pajak; 
6. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan 




7. melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah 
berdasarkan pengawasan, usulan dan/atau informasi lainnya; 
8. menerima pelayanan pendaftaran, legalisasi karcis/tanda masuk 
objek pajak daerah yang bersifat insidental; 
9. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah yang 
terkait dengan tugas Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan 
pengawasan; 
10. menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas 
Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan; 
11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan. 
e. Subbidang Penyelesaian, Pengurangan Keberatan dan Banding; dan 
Subbidang penyelesaian, pengurangan keberatan dan banding 
mempunyai tugas: 
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. melaksanaan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan, 
pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, 
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi, keringanan, permohonan keberatan pajak daerah, 




4. melaksanakan penyusunan dan mengadministrasikan konsep 
uraian penelitian dan Surat Keputusan pembetulan Surat 
Keputusan, banding dan jawaban gugatan, pengurangan atau 
pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan 
dan keberatan pajak daerah; 
5. menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori 
peninjauan kembali atas putusan banding; 
6. mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadilan 
Pajak; 
7. melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan 
gugatan; 
8. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait 
dengan tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan 
dan Banding, dan 
9. menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas 
Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding; 
dan 
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan 
Banding. 
3. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) 




Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi 
mempunyai tugas;  
1. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI; 
2. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian, 
Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional; 
3. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD /UKPD 
dan/ atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPLI; dan 
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPLI. 
b. Subbagian Tata Usaha; 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
1. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
3. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan rencana strategis UPPLI; 
4. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI; 
5. menyusun pedoman, standar dan prosedur UPPLI; 





7. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan 
UPPLI; 
8. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UPPLI; 
9. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, 
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana UPPLI 
10. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana 
dan sarana UPPLI;  
11. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 
kenyamanan UPPLI; 
12. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPLI; 
13. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, 
kegiatan dan akuntabilitas UPPLI; dan melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata 
Usaha. 
c. Satuan Pelaksana Penyuluhan; dan  
Satuan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas: 
1. menyusun rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. menyusun bahan pedoman, standar. dan prosedur teknis UPPLI 




4. menyiapkan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis 
penyuluhan; 
5. melaksanakan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis 
dokumentasi perpajakan  dan retribusi daerah; 
6. me1aksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
teknis penyuluhan, dokumentasi. peraturan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah; 
7. menyiapkan teknik, metode dan materi penyuluhan pajak daerah 
dan retribusi daerah; 
8. melaksanakan pemutakhiran panduan informasi perpajakan daerah 
dan retribusi daerah; 
9. melaksanakan perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan 
perpajakan daerah dan retribusi daerah; 
10. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tenaga penyuluhan; 
11. melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah untuk 
meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi; 
12. melaksanakan penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, 
riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan retribusi 
daerah dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang 
perpajakan daerah dan retribusi daerah; 
13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional 




14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Penyuluhan. 
d. Satuan Pelaksana Layanan Informasi; 
Satuang Pelaksana Layanan Informasi mempunyai tugas: 
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPLI 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
4. melaksanakan pemberian layanan informasi dan konsultasi kepada 
wajib pajak, wajib retribusi dan/atau masyarakat tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah; 
5. menyiapkan bahan penyusunan strategi, perancangan dan 
pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan; 
6. melaksanakan evaluasi implementasi pengembangan di bidang 
pelayanan;  
7. menyusun dan mengelola materi layanan informasi pajak daerah 
dan retribusi daerah melalui berbagai media; 
8. melaksanakan koordinasi komunikasi, baik internal maupun 
eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita; 
9. mengelola pusat layanan informasi (call center) dan penanganan 




10. menghimpun, mengolah dan memutakhirkan data dan inforsmasi 
terkait pajak daerah dan retribusi daerah diberbagai media; 
11. melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait 
perpajakan daerah dan retribusi daerah; 
12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional; dan 
13. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 




Struktur Organisasi UPPRD Tebet 





Struktur organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tertuang 
pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 5 sampai Pasal 10. Berikut ini penjelasan 
tentang pelaksanaan tugas dan fungsi bagian didalam struktur Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah Tebet : 
1. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet mempunyai 
tugas: 
a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPRD ; 
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan 
Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;  
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD 
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas 
dari fungsi UPPRD; dan 
d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPRD. 
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :  
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 




c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran UPPRD;  
d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD; 
e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;  
f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 
UPPRD; 
g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD; 
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD; 
i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada 
UPPRD; 
j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 
kenyamanan kantor UPPRD; 
k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; 
l. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 
kelurahan sesuai lingkup wilayahnya; 
m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan 
serta akuntabilitas UPPRD; dan 
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 






3. Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai 
dengan lingkup tugasnya;  
d. memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah; 
e. menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan 
pendaftaran perpajakan daerah; 
f. menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan 
pembayaran pajak daerah; 
g. melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 
pajak daerah;  
h. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 
i. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi 
penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang 
dipersamakan; 
j. mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/ bon 
dan dokumen lain yang dipersarnakan;  
k. menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan 
NOPD; 




m. menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat 
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk 
salinannya; 
n. menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 
pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; dan 
o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Pelayanan 
4. Satuan Pelaksana Pendataan mempunyai tugas :  
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
d. melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran 
data subjek dan objek pajak daerah; 
e. melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai 
Tanah;  
f. melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 




g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 
pendaftaran atau penutupan subjek dan'objek pajak daerah; 
h. melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi 
terkait; dan 
i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Pendataan. 
5. Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
d. mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan; 
e. melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah; 
f. menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan 
Pajak Daerah (STPD);  
g. menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak;  
h. menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah; 
i. memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran; pemberian 




j. memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 
pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
pajak daerah sesuai dengan kewenangannya; dan  
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Penagihan. 
 
C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 Pasal 3, UPPRD merupakan Unit Pelaksanan 
Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi 
daerah. UPPRD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 
Pasal 4 menjelaskan bahwa UPPRD mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai 
kewenangannya. Untuk melaksanakan tugasnya, UPPRD menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD; 
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPRD; 
c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD; 





e. pendataan retribusi daerah; 
f. pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak 
daerah;  
g. pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak 
daerah; 
h. penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah; 
i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD; 
j. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup 
Kecamatan; 
k. penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada 
lingkup Kecamatan; 
l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD;  
m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan 





BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Tebet yang berlangsung 
selama 35 hari, praktikan ditempatkan di satpel pelayanan, satpel penagihan 
dan subbagian tata usaha.  
Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan satuan kerja lini UPPRD dalam 
pelaksanakan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah 
sesuai kewenangannya. Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang 
Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Unit. Kepala Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala Badan atas usul Kepala Unit. 
Satuan Pelaksana Penagihan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam 
pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai kewenangannya. Satuan 
Pelaksana Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Kepala 
Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul 
Kepala Unit. 
Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan 
administrasi UPPRD. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 




Di bawah ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
menjalani kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet: 
Satuan Pelaksana Pelayanan: 
1. Membantu mencari SKPD reklame yang sudah diterbitkan dan 
menyerahkan kepada wajib pajak; 
2. Menerima berkas pembayaran pajak restoran; 
3. Membantu memberikan formulir kepada wajib pajak yang mengajukan 
permohonan mutasi/balik nama/pecah NOP SPPT PBB, permohonan 
pengurangan PBB, penghapusan sanksi administrasi PBB, pembebasan 
pensiunan PNS dan veteran, permohonan penerbitan SPPT PBB. 
Satuan Pelaksana Penagihan: 
1. Menginput data omset pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak 
hiburan dan PBB-KB di Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D); 
2. Memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran di laporan 
berkala pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D); 
3. Melakukan pengarsipan berkas SPTPD dan SSPD ke dalam box arsip; 
4. Menghubungi wajib pajak untuk memberitahu tentang pengukuhan 
objek pajak restoran; 
5. Mendata daftar potensi daerah untuk objek pajak parkir dan hiburan; 
6. Menghitung setoran rata-rata objek pajak restoran; 
7. Menghitung potensi pajak daerah untuk objek pajak restoran. 
Subbagian Tata Usaha: 




2. Mendata daftar wajib pajak yang sudah membayar pajak PBB 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan kerja di UPPRD Tebet, praktikan harus memahami 
alur kerja yang digunakan dan memahami berkas-berkas yang akan digunakan 
selama PKL. Praktikan dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang 
cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 
Praktikan ditempatkan di beberapa bagian yaitu pada satuan pelaksana 
pelayanan, satuan pelaksana penagihan dan subbagian tata usaha dengan tujuan 
agar praktikan mengetahui kegiatan operasional yang dilakukan UPPRD Tebet 
setiap alurnya.  
Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melakukan 
kegiatan PKL di UPPRD Tebet sesuai dengan Satuan/Subbag-nya: 
1. Satuan Pelaksana Pelayanan 
Pelaksana pelayanan mempunyi tugas seperti: memberikan pelayanan 
informasi dan konsultasi perpajakan daearh, menerima dan memvalidasi 
pelaporan dan pembayaran pajak daearh, menerima dan meneliti 
permohan pendaftaran perpajakan daerah. Berikut ini tugas yang diberikan 
kepada praktikan selama berada di Satuan Pelaksana Pelayanan. 
a. Membantu mencari SKPD reklame yang sudah diterbitkan dan 
menyerahkan kepada wajib pajak 




1) Pertama, praktikan menerima berkas permohonan pemasangan 
reklame yang dibawa Wajib Pajak.  
2) Kedua, praktikan mencari SKPD reklame sesuai dengan informasi 
yang tertera pada berkas yang dibawa oleh Wajib Pajak tersebut. 
3) Selanjutnya, praktikan memberikan stiker kepada Wajib Pajak. 
Stiker itu diisi dengan informasi berupa teks reklame, ukuran 
reklame, nomor SKPD dan masa berlaku. Stiker itu merupakan 
salah satu bukti bahwa reklame itu sudah di daftarkan ke pajak 
daerah. 
Hasil dari mencari SKPD reklame yang sudah di terbitkan adalah 
pemberian stiker kepada wajib pajak. Stiker tersebut sebagai tanda 
bahwa wajib pajak telah mendapat izin untuk pemasangan reklame. 
Hasil pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 4. 
b. Menerima berkas pembayaran pajak restoran 
Setiap wajib pajak yang sudah membayarkan setoran masa, wajib 
melaporkan berkas pembayaran pajaknya, berkas itu berupa Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD). Berikut langkah-langkah dalam menerima berkas 
pembayaran pajak restoran: 
1) Pertama, praktikan menerima SPTPD dan SSPD restoran yang 
diberikan oleh wajib pajak. Hasil pekerjaan praktikan dapat 




2) Kedua, praktikan mengecek keterangan lunas yang diberikan oleh 
bank pada lampiran SSPD. Hasil pekerjaan praktikan dapat 
dilihat pada Lampiran 6. 
3) Selanjutnya, praktikan memberikan SPTPD dan SSPD kepada 
pegawai untuk dicek dan lampiran SPTPD ditandatangan oleh 
pegawai. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 
7. 
SSPD terdiri dari lima lembar dan SPTPD terdiri dari 2 lembar. 
Lembar warna putih SSPD untuk wajib pajak, lembar warna merah 
SSPD untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak/UPPRD, warna kuning 
SSPD untuk Bank, lambar ke empat untuk laporan wajib pajak ke 
Dipenda dan lembar ke lima untuk arsip. Hasil dari menerima berkas 
pembayaran pajak restoran berupa penyimpanan lembar SSPD yang 
bewarna merah untuk UPPRD serta lembar ke lima yang digunakan 
untuk arsip dan lembar warna putih SPTPD.  
c. Membantu memberikan formulir kepada wajib pajak yang 
mengajukan permohonan mutasi/balik nama/pecah NOP SPPT PBB, 
permohonan pengurangan PBB, penghapusan sanksi administrasi 
PBB, pembebasan pensiunan PNS dan veteran, permohonan 
penerbitan SPPT PBB. 
2. Satuan Pelaksana Penagihan 
Berikut ini tugas yang diberikan kepada praktikan selama berada di 




a. Menginput data omset pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak 
hiburan dan PBB-KB di Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D).  
Setiap omset pajak yang tertera pada SPTPD yang telah 
dilaporkan oleh wajib pajak harus dimasukkan ke dalam SP2D untuk 
mengetahui besarnya pajak yang harus disetorkan. Pajak yang 
disetorkan oleh wajib pajak menjadi pendapatan daerah Tebet. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menginput data omset 
pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir serta pajak hiburan di SP2D 
adalah sebagai berikut: 
1) Pertama, praktikan diberi form SSPD dan SPTPD  yang sudah 
dilaporkan oleh wajib pajak kepada UPPRD Tebet untuk 
dilakukan pengecekan. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada 
Lampiran 8 sampai dengan Lampiran 12. 
2) Kedua, praktikan membuka website dari Forum Komunikasi 
DPP, kemudian klik SP2DWEB Sistem Pemungutan Pajak 
Daerah, untuk log-in ke dalam sistem dilakukan oleh pegawai. 
Hasil pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 13. 
3) Setelah log-in, pilih menu penagihan lalu pilih icon SPTPD 
kemudian pilih ‘tambah baru’. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada 
Lampiran 14. 
4) Selanjutnya mengisi objek pajak, periode dan tanggal ke dalam 
kotak pencarian. Objek pajak diisi dengan NOPD  yang tertera 




informasi yang tertera pada SPTPD, lalu pilih menu ‘simpan’. 
Hasil pekerjaan dapat dilhat pada Lampiran 15. 
5) Kemudian akan muncul rincian informasi berupa kolom kode, 
kolom nama dan kolom omset. Selanjutnya klik angka kode untuk 
memasukkan jumlah omset. Jumlah omset yang dimasukkan 
berdasarkan SPTPD dan SSPD yang sudah dilaporkan oleh Wajib 
Pajak. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 15. 
Jika wajib pajak tidak membayar setoran masa dalam kurun 
waktu yang lama tanpa adanya informasi, dapat dilakukan pengecekan 
terhadap omset dan setoran masa sebelumnya, untuk mengetahui 
keadaan objek pajak tersebut. Setelah dilakukan pengecekan melalui 
omset dan setoran masa, pegawai Satuan Pelaksanaan Pendataan 
meninjau langsung objek pajak tersebut untuk mengetahui keaadan 
sebenarnya.   
b. Memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran di 
laporan berkala pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D). 
Daftar setoran masa harus selalu diperiksa untuk mengetahui 
setiap pembayaran/setoran yang sudah dilakukan wajib pajak. Selain 
untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah melakukan 
kewajibannya, pemeriksaan daftar setoran masa ini harus dilakukan 
agar tidak adanya kesalahan dalam pembayaran pajak yang sudah 
dilakukan. Sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran 




Praktikan menggunakan SP2D web yang bersifat online. Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam memeriksa daftar 
setoran masa di SP2D adalah sebagai berikut: 
1) Pertama, praktikan diberi form SSPD dan SPTPD yang sudah 
dilaporkan oleh wajib pajak kepada UPPRD Tebet untuk 
dilakukan pengecekan. 
2) Kedua, praktikan membuka website dari SP2D, untuk log-in ke 
dalam sistem dilakukan oleh pegawai 
3) Setelah log-in pilih menu pelaporan, lalu pilih daftar setoran masa 
dan perbaikan, kemudian untuk memudahkan pencarian maka 
praktikan harus memasukkan jenis pajak, tahun dan Nomor Objek 
Pajak Daerah (NOPD) dari objek pajak yang ingin diperiksa ke 
dalam kotak pencarian. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada 
Lampiran 16. 
4) Selanjutnya, praktikan diharuskan memeriksa pembayarannya 
setiap bulan apakah pajak tersebut sudah dibayarkan atau belum. 
Jika sudah membayar maka restoran tersebut mematuhi 
kewajibannya. Jika belum membayar, maka akan diperiksa oleh 
pegawai apakah restoran tersebut sudah tutup atau masih 
beroperasi.  
Hasil pekerjaan berupa daftar yang memuat jumlah pajak yang 




denda keterlambatan pembayaran. Hasil pekerjaan dapat dilihat pada 
Lampiran 17.  
c. Melakukan pengarsipan berkas SPTPD dan SSPD ke dalam box arsip 
Pengarsipan SPTPD dan SSPD dilakukan agar jika pada saat 
dicari untuk keperluan tertetu tidak kesulitan untuk mencari di banyak 
tempat. Cukup mencari pada tepat pengarsipan SPTPD dan SSPD 
sesuai dengan jenis objek pajak. Pengarsipan dilakukan dengan 
manual. Berikut adalah cara dalam pengarsipan berkas SPTPD dan 
SSPD: 
1) Petama, praktikan dibimbing oleh pegawai untuk memisahkan 
berkas sesuai jenis objek pajaknya; 
2) Untuk objek pajak restoran, dibagi kedalam tiga bagian yaitu: 
nama objek pajak yang berawalan nama A hingga J, berawalan 
nama K hingga S, dan berawalan nama T hingga Z. Pembagian 
ke dalam tiga bagian itu dikarenakan jumlah objek pajak restoran 
di wilayah Tebet lebih banyak dibandingkan dengan jumlah objek 
pajak parkir, hotel, hiburan dan PBB-KB; 
3) Untuk ojek pajak hotel, dibagi kedalam 2 bagian yaitu: nama 
objek pajak yang berawalan A hingga M dan nama objek pajak 
yang beawalan N hingga Z; 
4) Untuk objek pajak parkir, hiburan dan PBB-KB tidak dilakukan 
pembagian sesuai nama objek pajak karena jumlah objek yang 




5) Selanjutnya praktikan menaruh setiap SPTPD dan SSPD ke 
dalam map sesuai dengan objek pajak. SPTPD dan SSPD dengan 
periode terbaru, diletakkan di halaman pertama. 
d. Menghubungi wajib pajak untuk memberitahu tentang pengukuhan 
objek pajak restoran. 
Wajib pajak yang mendirikan restoran, wajib mendaftarkan 
restoran tersebut ke UPPRD untuk dapat dikukuhan. Pengukuhan 
mempunyai fungsi sebagai pengawasan dalam melaksanakan dan 
kewajiban Pengusaha Kena Pajak dibidang PPn dan sebagai sarana 
salam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. 
Praktikan diberi tugas untuk menghubungi wajib pajak untuk 
memberitahu tentang objek pajak restoran. Adapun langkah-langkah 
yang praktikan lakukan dalam melakukan tugas ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Pertama, praktikan diberikan berkas oleh pegawai. Berkas itu 
berisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pengukuhan. 
2) Selanjutnya, praktikan menghubungi wajib pajak untuk 
memberitahu tentang objek pajak restoran tersebut sudah 
dikukuhkan. 
Hasil dari menguhubungi wajib pajak tentang pengukuhan objek 
pajak restoran adalah wajib pajak datang ke UPPRD Tebet untuk 
mengambil berkas yang dibuat oleh pegawai seperti Laporan Hasil 




e. Mendata daftar potensi daerah untuk objek pajak parkir dan hiburan 
yang merupakan kewenangan daerah Tebet. 
Seringkali mandata daftar objek pajak dengan cara meninjau 
langsung tempat tersebut yang dilakukan oleh pegawai bagian Satuan 
Pelaksana Pendataan. Namun, untuk lebih memudahkan dan 
mempercepat pendataan maka daftar objek pajak restoran dapat 
dilakukan melalui komputer kantor yang telah tersedia. Mendata 
daftar objek pajak berguna untuk mengetahui objek pajak yang masih 
aktif dan yang sudah tidak aktif lagi. Mendata daftar objek pajak juga 
diperlukan agar pegawai yang bertugas menyampaikan surat 
ketetapan pajak tidak kesulitan dalam mencari objek pajak yang 
dituju.  
Praktikan diberi tugas untuk mendata daftar potensi daerah 
untuk objek pajak parkir yang berada di wilayah kewenanagan Tebet. 
Tugas ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan untuk mandata daftar potensi daerah untuk 
objek pajak parkir sebagai berikut: 
1) Praktikan diberi softcopy oleh pegawai mengenai objek-objek 
pajak di wilayah DKI Jakarta yang terdaftar sebelumnya.  
2) Setelah diberi softcopy berupa dokumen excel, selanjutnya 
praktikan membuka dokumen daftar objek pajak hiburan dan 
parkir wilayah Tebet yang sudah ada di komputer kantor sebagai 




3) List objek pajak didata secara satu persatu dengan mengetik nama 
objek pajak di dalam search engine. Jika diperoleh data-data 
tentang objek pajak yang dimaksud, selanjutnya praktikan harus 
mencocokan data seperti alamat objek pajak tersebut. Jika nama 
objek pajak dan alamat objek pajak sudah sesuai, maka list objek 
pajak tersebut diberi penanda bahwa objek pajak tersebut 
merupakan kewenangan daerah Tebet. 
Dengan mendata daftar potensi daerah untuk objek pajak parkir 
dan hiburan, dapat mengetahui objek pajak yang berpotensi 
menambahkan pendapatan daerah Tebet. Hasil pekerjaan praktikan 
dapat dilihat pada Lampiran 18. 
f. Menghitung setoran rata-rata objek pajak restoran 
Setoran rata-rata harus dihitung untuk mengetahui berapa 
besarnya pajak yang disetorkan. Ketika pajak yang disetorkan 
jumlahnya kecil sedangkan restoran itu termasuk dalam kategori 
restoran besar, maka pegawai akan mengecek langsung ke restoran 
tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung setoran 
rata-rata sebagai berikut: 
1) Praktikan diberi softcopy berupa dokumen excel oleh pegawai 
mengenai objek pajak restoran. Softcopy itu berisi nama restoran, 




2) Selanjutnya, praktikan menghitung setoran rata-rata. Perhitungan 
dilakukan dengan cara membagi jumlah setoran masa dengan 
jumlah bulan yang sudah dibayarkan pajaknya. 
Dalam pekerjaan ini, praktikan mendapatkan hasil setoran rata-
rata yang dibayarkan oleh wajib pajak dari bulan Januari 2017 sampai 
Agustus 2017. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 
19. 
g. Menghitung potensi pajak daerah untuk objek pajak restoran 
Perhitugan potensi pajak daerah dilakukan untuk mengetahui 
berapa besarnya rencana pendapatan pajak daerah Tebet. Perhitungan 
potensi pajak daerah itu nantinya akan dikirimkan ke BPRD sebagai 
informasi besarnya potensi pajak tiap-tiap daerah. 
   Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung potensi 
pajak daerah untuk objek pajak restoran: 
1) Praktikan diberi softcopy berupa dokumen excel oleh pegawai 
mengenai objek pajak restoran. Softcopy  berisi tabel nama 
restoran, alamat, NOPD, jumlah kursi dan yang terdapat di 
restoran, harga terendah dan tertinggi pada restoran tersebut dan 
setoran masa rata-rata. 
2) Selanjutnya, praktikan memasukkan harga terendah dan tertinggi 
yang terdapat pada restoran tersebut. Informasi harga tersebut 




besarnya potensi pajak sudah diatur di komputer kantor oleh 
pegawai. 
3. Subbagian Tata Usaha 
Pada bagian ini praktikan diberi tugas sebagai berikut: 
a. Mengarsipkan dokumen surat keluar, surat masuk, dokumen BPHTB, 
dokumen penghapusan sanksi administrasi dan SK PNS 
Pada tempat praktikan melakukan PKL banyak menerima surat 
masuk, surat keluar dan juga dokumen-dokumen lainnya seperti: 
dokumen BPHTB, penghapusan sanksi administrasi dan SK PNS. 
Setiap surat dan dokumen di arsipkan sesuai dengan jenis surat dan 
dokumen agar jika pada saat dicari untuk keperluan tertentu tidak 
kesulitan untuk mencari di banyak tempat. Cukup mencari pada 
tempat pengarspian surat dan dokumen yang sesuai. 
Pengarsipan dan penulisan unuk nomor surat masuk dan surat 
keluar dilakukan dengan manual. Berikut adalah cara dalam 
pengarsipan surat serta dokumen: 
1) Pertama, praktikan dibimbing oleh pegawai untuk selalu 
mencatat setiap surat-surat yang masuk dan keluar di buku surat 
masuk dan buku surat keluar. 
2) Praktikan menulis nomor surat, isi surat, tanggal surat, dan 




3) Setelah menulis nomor surat, tanggal dan lain-lain, praktikan 
mengarsipkan surat/dokumen tersebut di dalam file arsip sesuai 
jenisnya. 
b. Mendata Wajib Pajak yang sudah membayar PBB 
Setiap tahunnya wajib pajak akan dikenakan PBB, besarnya PBB 
yang harus dibayar oleh wajib pajak tertera pada Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) PBB. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PBB 
dicetak secara massal oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jatuh 
tempo pembayaran PBB pada bulan Agustus.  
Praktikan diberi tugas untuk mendata wajib pajak yang 
berdomisili  di wilayah Kecamatan Tebet yang sudah membayar PBB. 
Dalam tugas ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan untuk mendata wajib pajak yang 
sudah membayar PBB: 
1) Praktikan diberi softcopy oleh pegawai mengenai daftar wajib 
pajak yang berdomisili di Kecamatan Tebet 
2) Setelah diberi softcopy berupa dokumen excel, selanjutnya 
prakikan membuka Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan 
(SIMPBB) yang telah di log-in oleh pegawai sebagai acuan dalam 
mencari data-data yang diperlukan.  
3) List PBB didata secara satu persatu dengan mengetik NOP di 
dalam SIMPBB untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah 




NOP yang dimaksud, selanjutnya praktikan harus mencocokan 
data seperti alamat dan nama wajib pajak tersebut, kemudian 
diberi penanda bagi wajib pajak yang sudah membayar PBB. 
4) Jika berbeda dengan apa yang tertera pada hasil pencarian, maka 
list PBB tersebut diberi penanda bahwa objek pajak PBB terdapat 
perbedaan informasi agar bisa diproses lebih lanjut oleh pegawai. 
Mendata pembayaran PBB harus dilakukan untuk mengetahui 
wajib pajak yang sudah membayar PBB dan wajib pajak yang belum 
membayar PBB. Setelah praktikan memperoleh informasi wajib pajak 
yang sudah dan yang belum membayar PBB, praktikan melaporkan 
hasil pekerjaan praktikan ke pegawai. Selanjutnya UPPRD Tebet 
memberitahukan wajib pajak yang belum membayar pajak melalui 
surat pemberitahuan.  
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
praktikan dihadapi dengan berbagai kendala. Berikut kendala yang dihadapi 
praktikan: 
1. Sulit untuk memasukkan NOPD, masa pajak dan omset kedalam Sistem 
Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) jika Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD 
dengan lengkap dan jelas. 




3. Praktikan sempat beberapa kali mengalami jaringan komputer yang 
bermasalah, sehingga menghambat kinerja praktikan. Saat mengoperasikan 
jaringan terkadang mengalami gangguan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Agar tidak terus menerus terganggu dengan kndala-kendala yang dihadapi, 
praktikan berusaha mengatasi kendala yang ada agar dapat megerjakan 
pekerjaan dengan baik. Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah: 
1. Setiap melakukan pekerjaan dibutuhkan ketelitian dan ketekunan yang 
tinggi. Ketika wajib pajak tidak mengisi SPTPD secara lengkap dan jelas 
untuk masa pajak tertentu, maka praktikan akan melihat beberapa informasi 
pada SPTPD bulan sebelumnya untuk mengisi NOPD dan masa pajak. 
2. Ketika pembimbing memberi informasi cara mengoperasikannya, 
praktikan memperhatikan dengan baik dan teliti kemudian mencoba 
mengulanginya kembali. 
3. Praktikan harus aktif bertanya bagaimana cara mengoperasikan kembali 
jaringan yang bermasalah. Selanjutnya praktikan diberikan tempat dan 






BAB IV  
KESIMPULAN  
A. Kesimpulan 
Selama menjalankan kegiatan PKL di UPPRD Tebet selama 35 hari, 
praktikan mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkan dibangku perkuliahan 
seperti pentingnya kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab, belajar 
beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya dan lain-lain yang 
sifatnya berhubungan dengan etika. Pembelajaran tersebut sangat berguna 
sebagai bekal dalam lingkungan dunia kerja. 
Dengan PKL ini, praktikan memperoleh pengetahuan, wawasan dan 
gambaran mengenai dunia kerja khususnya dalam bidang perpajakan. Selama 
melakukan PKL di UPPRD Tebet, praktikan dapat memberikan kesimpulan 
dari kegiatan yang dilakukan yaitu: 
1. Praktikan dapat mengetahui tentang Sistem Pemungutan Pajak Daerah 
online Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan cara mengaplikasikannya; 
2. Praktikan mengetahui besarnya persentase setiap objek pajak yang 
dikenakan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP); 
3. Praktikan dilatih untuk memiliki ketelitian yang tinggi dengan melakukan 
pengecekan, kelengkapan dan ketepatan jumlah pajak terutang; 
4. PKL memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang sesungguhnya 
kepada praktikan. Di UPPRD Tebet, praktikan dilatih untuk bersikap 





1. Bagi Praktikan: 
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik maupun 
keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL; 
b. Mencari tahu tentang tata cara PKL, proses dan jangka waktu yang 
diberikan dengan perkuliahan 
c. Mencari tahu mengenai pengalaman dan kesulitan yang dihadapi senior 
dalam menjalankan PKL; 
d. Praktikan harus bisa lebih disiplin terhadap waktu 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL; 
b. Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi menjalin hubungan 
kerjasama dengan perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan 
agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan atau instansi 
pemerintahan yang dapat menerima mahasiswa PKL 
3. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet 
a. Memperbarui beberapa CPU maupun komputer yang terkadang 
bermasalah dan tidak dapat berfungsi; 
b. Pada UPPRD Tebet, pencatatan nomor surat masuk dan surat keluar 
masih dilakukan secara manual. Subbagian Tata Usaha sebaiknya 
menggunakan komputer yang telah ditentukan rumusnya untuk 
penomoran setiap surat masuk dan surat keluar, sehingga 
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Klik SP2DWEB untuk log-























 Pada menu Penagihan klik SPTPD, 


















Diisi sesuai dengan SSPD 
dan SPTPD 
Klik kode, untuk memasukkan omset 
Masukkan omset, 



















Pilih Laporan Berkala 
pada Pelaporan 
Kemudian, klik Daftar Setoran 



















































































Lampiran 23: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
 
 
